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A. Latar Belakang 
 Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang ke tiga, yaitu  secara 
bahasa berarti tumbuh dan bertambah. Zakat wajib dikeluarkan apabila nilai 
penghasilan dalam satu tahun mencapai nisab yaitu sebesar 85 gram emas. Zakat 
dikeluarkan dengan tujuan untuk membersihkan harta si pemilik serta sebagai rasa 
syukur atas nikmat yang telah diberikan.
1
 Meskipun terdapat unsur kewajiban 
materi (membayar zakat), namun kedudukan zakat adalah sebagai ibadah yang 
setaraf dengan ibadah-ibadah lainnya. Terlebih tidak ada sanksi khusus baik 
sanksi administratif maupun sanksi pidana yang mengatur apabila tidak 
membayar zakat. 
Peraturan negara Indonesia, kita mengenal kewajiban seperti membayar 
zakat yang disebut dengan pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pajak 
adalah kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan 
hukum, yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang. Para wajib 
pajak tidak mendapatkan imbalan langsung dari pembayarannya tersebut, akan 
tetapi merasakan imbalan dalam bentuk pembangunan nasional.
2
  
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, karena 78% dana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan setiap tahun 
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dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab 
untuk kemakmuran rakyat, yang selanjutnya disebut dengan pajak. Untuk itu 
pemerintah terus meningkatkan perolehan pajak. Perlu diketahui bahwa sumber 
perolehan pajak terbesar dari penduduk muslim di Indonesia. Sebagaimana 
diketahui bahwa penduduk muslim berjumlah 87% dari total seluruh penduduk 
yang ada di Indonesia.
3
 
Dalam pengelolaan zakat, pemerintah membentuk suatu badan atau lembaga 
yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang 
selanjutnya disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil 
Zakat (LAZ). Hal tersebut telah diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 




Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
(7)  Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah 
lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 
(8) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga 
yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu 
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 
 
Peraturan lebih lanjut menenai BAZNAS diatur dalam BAB II  Bagian 
Kesatu Pasal 5 - Pasal 16, sedangkan LAZ terdapat dalam BAB II Bagian 
Keempat Pasal 17 - Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS atau LAZ memiliki 
tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya, 
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sehingga dalam hal ini BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ yang 
dibentuk oleh masyarakat memiliki posisi yang sejajar dalam pengelolaan zakat, 
baik dalam tugas, wewenang maupun pertanggung jawabannya. Selain itu dalam 
melaksanakan tugasnya BAZNAS atau LAZ tidak hanya mengurusi persoalan 
zakat saja, badan atau lembaga tersebut dapat menerima harta selain zakat yaitu 
seperti infaq, shadaqah, wasiat, waris dan kafarat.    
Mengenai Ketentuan pemerintah yang menyatakan bahwa zakat sebagai 
pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP), hal ini harus dibayarkan melalui 
BAZNAS atau LAZ yang sudah disahkan secara resmi oleh pemerintah. Regulasi 
tentang hal tersebut diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Zakat. Dijelaskan bahwa: 
“Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ 
dikurangkan dari penghasilan kena pajak.”5 
Ketentuan tersebut didukung oleh ketentuan dalam Pasal 23 yaitu BAZNAS 
atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki yang 
nantinya digunakan sebagai bukti pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). 
Berdasarkan kedua pasal di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan tersebut hanya 
ditujukan kepada muzaki yaitu selaku orang atau badan usaha yang berkewajiban 
menunaikan zakat.  
Umat Islam telah sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang 
muslim, merdeka, dewasa dan berakal, serta yang memiliki kekayaan dalam 
jumlah tertentu dengan syarat tertentu. Beberapa hal yang telah disebutkan di atas 
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merupakan kriteria dari muzaki yang harus terpenuhi dalam berzakat. Maka, 
tujuan adanya ketentuan tersebut adalah agar muzaki tidak terkena beban ganda 
yaitu kewajiban membayar zakat dan pajak. Serta kesadaran membayar zakat 
dapat memacu kesadaran untuk membayar pajak. 
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, 
menyebutkan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak, 
ditentukan berdasarkan penghasilan bruto (menjumlahkan semua penghasilan 
yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak) dikurangi biaya untuk 
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
6
  
Perlu diketahui bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu 
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, 
sehingga dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan Wajib Pajak 
yang bersangkutan. Maka, dalam hal ini seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, 
uang pensiun dll termasuk dalam penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai objek pajak dijelaskan secara rinci dalam Pasal 4 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
7
 
Adapun aturan tentang pengecualian objek pajak, yang mana diatur juga 
dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas 
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yakni dalam 
Pasal 4 Ayat (3) Huruf a Nomor 1 yang berbunyi:
8
 
Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, 
termasuk zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau 
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 
diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk 
atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima 
sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan pemerintah; 
 
Selain itu, Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 
tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh 
Dikurangkan dari Penghasilan Bruto juga menentukan:
9
 
“Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat 
dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi: 
a) Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi 
pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri 
yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau 
lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau 
b) Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang 
pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak 
badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama 
Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga 
keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.” 
 
Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa zakat tidak termasuk 
dalam objek pajak karena tergolong dalam bantuan atau sumbangan keagamaan 
yang bersifat wajib. Jadi zakat dapat dikurangkan dengan Penghasilan Kena Pajak 
(PKP) yaitu dengan mengurangi Penghasilan Bruto dalam Pajak Penghasilan 
(PPh). Adapun petunjuk teknis mengenai perhitungan pajak untuk mendapatkan 
keringanan pajak dapat dilihat pada Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 
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tentang Pelaksanaan Pembayaran Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau 




Pada dasarnya hukum membayar zakat bersifat wajib bagi umat Islam, 
berarti jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika diabaikan akan 
mendapat dosa. Memang tidak ada sanksi langsung yang akan menjerat jika tidak 
berzakat. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat, tidak mengatur tentang adanya sanksi atau denda apabila tidak 
membayar zakat. Akan tetapi dalam ajaran Islam, harta harus dibersihkan dengan 
mengeluarkan zakat untuk fakir miskin. Hal ini berbeda dengan pajak, apabila 
tidak membayar maka ada sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan. 
Ketentuan mengenai zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak 
(PKP) memang sudah diatur dan diberlakukan sejak lama, yaitu dalam Pasal 14 
ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan 
diubah dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat. Namun ketentuan tersebut rupanya hanya menjadi regulasi 
hitam di atas putih. Tidak ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut (peraturan 
pelaksana) seperti tata cara pembayaran atau beberapa manfaat yang bisa didapat 
sehingga ketentuan tersebut bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahkan 
tidak ada sosialisasi lebih lanjut dari pemerintah untuk meringankan beban ganda 
muzakki yang selanjutnya disebut juga sebagai wajib pajak.  
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Dalam hal ini, Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah 
(Lazismu) Kabupaten Mojokerto sudah memberlakukan ketentuan tersebut. 
Namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui apakah ketentuan 
tersebut benar-benar sudah dilaksanakan dengan maksimal dan sesuai aturan yang 
berlaku. Selain itu, kenyataan di lapangan banyak amil zakat yang tidak mengerti 
mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat. Adapun ketentuan tersebut, para amil zakat merasa asing 
bahkan menunjukkan sikap tidak mau tau. Karena sejauh pemahaman mereka, 
kolom pengurangan zakat hanya ada di SPT Wajib Pajak. Jadi, Ketentuan tersebut 
menjadi kewenangan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 
Mengenai hal tersebut di atas, diperlukan sebuah penelitian lebih lanjut guna 
mencari kebenaran atas efektivitas Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga 
pendayagunaan zakat. Tentunya dengan melakukan survey langsung ke Lembaga 
Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Mojokerto. 
Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul “Efektivitas Lembaga 
Amil Zakat (LAZ) sebagai Lembaga Pendayagunaan Zakat Pengurang 
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Ditinjau dari Pasal 22 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi di Lazismu 
Kabupaten Mojokerto).” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana efektivitas Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga 
pendayagunaan zakat pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP)? 
2. Bagaimana implementasi terhadap muzakki dengan adanya ketentuan Pasal 
22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat? 
 
C. Tujuan dan Kontribusi 
1. Tujuan 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Lembaga Amil Zakat 
(LAZ) sebagai lembaga pendayagunaan zakat pengurang Penghasilan 
Kena Pajak (PKP). 
b. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi terhadap muzakki 
dengan adanya Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Zakat. 
2. Kontribusi 
a. Untuk peneliti, sebagai prasyarat kelulusan dari program studi Ahwal 
Syakhshiyyah dan Ilmu Hukum (Twinning Program) serta guna 
mendapatkan gelar Sarjana Hukum. 
b. Untuk muzakki, sebagai media informasi untuk mengetahui tata cara 
pelaksanaan pembayaran zakat yang dapat mengurangi Penghasilan Kena 
Pajak (PKP) serta dapat meringankan beban ganda dalam kewajiban 
membayar zakat dan pajak. 
c. Untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), sebagai lembaga pendayagunaan 
zakat dapat dijadikan masukan mengenai tata cara pelaksanaan 
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pembayaran zakat yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak 
(PKP) serta dapat dijadikan sebagai media sosialisasi agar ketentuan ini 
dapat berlaku seefektif mungkin ke depannya. 
 
D. Penelitian Terdahulu 
Dasar atau acuan yang berupa teori atau temuan melalui hasil berbagai 
penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan 
sebagai data pendukung, yaitu penelitian terdahulu yang relevan dengan 
permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Adanya penelitian 
terdahulu, maka dapat digunakan untuk menambah atau menyempurnakan teori 
yang telah ada mengenai masalah yang menjadi sasaran kajian. Diharapkan 
penulis dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan 
penelitian yang sedang dilakukan, serta memperhatikan kekurangan dan kelebihan 
antara penelitian terdahulu dengan sekarang.  
Penulis menggunakan dasar acuan penelitian terdahulu yang telah dilakukan 
oleh Reni Susilowati, mahasiswi Twinning Program Universitas Muhammadiyah 
Malang angkatan 2008 dengan judul “Efektifitas Pasal 22 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat sebagai Pengurangan Pendapatan 
Kena Pajak” dengan melakukan studi lapang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Batu. Maka yang menjadi subjek utama adalah petugas dan Wajib Pajak 
KPP Pratama Batu. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ketentuan 
Pasal 22 tidak efektif.  
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Adapun faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, yaitu faktor yang tidak 
efektif adalah faktor masyarakat dan faktor penegak hukum. Sedangkan faktor 
efektif adalah sarana dan prasarana yang sudah memadai di Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama Batu. Seharusnya dengan banyaknya peraturan perundang-
undangan membuat ketentuan ini menjadi efektif, pada kenyataan di lapangan 
sedikit sekali wajib pajak yang menerapkan ketentuan tersebut.  
Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu persamaan dalam 
menggunakan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu menguji 
efektivitas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu, sedangkan dalam 
penelitian ini, menguji efektivitas Lazismu Kabupaten Mojokerto dengan subjek 
utama amil zakat dan muzakki. Kendati demikian, karena yang menjadi fokus 
utama adalah Ketentuan Pasal 22 dalam Undang-Undang zakat, maka perlu 
adanya uji efektivitas dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), selaku lembaga 
pendayagunaan zakat. 
 
E. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan adalah untuk memperoleh gambaran secara jelas 
dan menyeluruh dari isi pembahasan skripsi ini, maka dapat dilihat pada 
sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab sebagai berikut: 
BAB I pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang yang 
mengemukakan masalah awal seperti kesenjangan antara das sollen dan das sein, 
rumusan masalah yang berisi masalah-masalah yang diambil dari latar belakang 
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kemudian diteliti berdasarkan metode penelitian. Adapun tujuan dan kontribusi 
yang menjelaskan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk memperoleh 
informasi dan menganalisis permasalahan yang ada serta kontribusi dari penelitian 
tersebut adalah untuk peneliti, untuk muzakki dan untuk Lembaga Amil Zakat 
(LAZ) seperti yang telah dijelaskan di atas. Penelitian ini juga menggunakan 
penelitian terdahulu, sebagai dasar pertimbangan untuk menguji tingkat 
efektivitas Lembaga Amil Zakat (LAZ). Terakhir ada sistematika pembahasan, 
memuat gambaran secara jelas mengenai isi dari skripsi ini yang berisi lima bab. 
BAB II kajian pustaka, bab ini menjelaskan dua tinjauan pokok utama yaitu 
mengenai zakat dan pajak. Pertama tentang tinjauan umum tentang zakat 
membahas mengenai pengertian zakat, dasar hukum zakat dan macam-macam 
zakat. Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai zakat mal dan bukti setoran 
zakat. Selain itu, ada pembahasan mengenai ketentuan zakat dalam undang-
undang serta Lembaga Amil Zakat (LAZ). Adapun tinjauan umum tentang pajak, 
membahas tentang pengertian pajak dan jenis-jenis pajak. Serta menjelaskan 
tentang Pajak Penghasilan (PPh), jenis-jenis Pasal Pajak Penghasilan (PPh), Surat 
Pemberitahuan Tahunan (SPT), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan 
Penghasilan Kena Pajak (PKP) secara terperinci. Tak luput juga dibahas mengenai 
teori efektivitas hukum guna mengukur tingkat efektivitas dari sebuah peraturan 
perundang-undangan. 
BAB III metodologi penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber 
data seperti data primer dan data sekunder, populasi/sampel, teknik pengumpulan 
data dan teknik analisis data. 
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BAB IV hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menjelaskan tentang 
keadaan langsung yang ada di Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah 
Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Mojokerto, yaitu melakukan wawancara 
dengan amil zakat dan muzakki mengenai efektivitas Lembaga Amil Zakat (LAZ) 
sebagai lembaga pendayagunaan zakat pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) 
ditinjau dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat. Guna mengetahui tingkat efektivitas lembaga dan 
implementasi terhadap muzakki dengan adanya ketentuan Pasal tersebut. 
BAB V kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari rumusan 
masalah yang dikaji dengan meninjau kembali hasil dan pembahasan dari 
penelitian tersebut. Serta saran untuk instansi terkait dan mahasiswa sebagai 
bahan kajian. 
